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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18,
Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.
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8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung
seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut
SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA,adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai
acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

14. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang selanjutnya
disingkat SKPR DD adalah surat keputusan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana
Desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.

15. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan
anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka
pelaksanaan transfer Dana Desa.

16. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

17. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah
indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai
berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif
antar-Daerah.

18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa
adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu
Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
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19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP,adalah
dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau
dokumen lain yang dipersamakan.

21. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
negara.

BAB II

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota

Pasal 2

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Rencana Dana
Pengeluaran Dana Desa untuk dialokasikan sebagai anggaran Dana
Desa.

(2) Berdasarkan anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.

(3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara
berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah sebesar 90%
(sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 4

(1) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang
dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf
b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
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b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;

c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis
Desa setiap kabupaten/kota.

(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah
penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.

(3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula
sebagai berikut:

(4) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah
Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

(1) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah
Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.

(2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat atau
tidak disampaikan, penghitungan rincian Dana Desa setiap
kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam
penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota tahun

X = (0,25 x Y1) + (0,35 x Y2) + (0,10 x Y3) + (0,30 x Y4)

Keterangan:

X = Dana Desa kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis Desa setiap kabupaten/kota

Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total
penduduk Desa nasional

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap
total penduduk miskin Desa nasional

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah
Desa nasional

Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang
memiliki Desa
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